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Pendahuluan 

Pada hakikatnya, negara dan masyarakat memiliki hubungan timbal balik yang 

tak terbantahkan. Negara membutuhkan masyarakat dalam bernegara, sedangkan 

masyarakat butuh negara (atau dalam konteks ini adalah pemerintah) untuk 

melindungi hak serta kewajibannya. Sebagaimana masyarakat merupakan manusia, 

yakni makhluk ciptaan Tuhan, manusia memiliki berbagai macam potensi yang 

menjadi nilai kemanusiaannya, dan harus selalu dijaga pula harkat dan kemartabatan 

manusia tersebut.1 Nilai-nilai yang harus dilindungi ini, disebut sebagai Hak Asasi 

 
1 Mahbub Junadi, “Manusia dalam Berbagai Perspektif”, Hlm 49, diunduh dari http://e-

jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article.download/662/372  

http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article.download/662/372
http://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/dar/article.download/662/372


Manusia (HAM). Umumnya, HAM dapat dikelompokkan menjadi beberapa macam, 

yakni:2 

1. Hak Hidup. Hak ini merupakan hak yang mangharuskan hukum dan 

pemerintah untuk melindungi setiap jiwa yang ada. 

2. Hak Kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan salah satu hak asasi manusia 

yang dapat menentukan harga kehidupan manusia. Dikatakan merdeka 

apabila terhindar atau terlepas dari perbudakan. Namun tak hanya itu, di 

dalam ajaran Islam kemerdekaan mencakup beberapa aspek yaitu: 

kemerdekaan kemanusiaan, kemerdekaan berpolitik, kemerdekaan bidang 

ilmu pengetahuan, kemerdekaan beragama, kemerdekaan sosial dan lain-

lain. 

3. Hak Berilmu. Manusia adalah makhluk yang memiliki akal pikiran dan 

potensi untuk berilmu. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa setiap orang 

memiliki hak untuk menuntut ilmu sehingga, tidak ada seorangpun yang bisa 

melarangnya. 

4. Hak Kehormatan Diri. Sebagai bagian dari kodrat manusia selaku makhluk 

sosial, kehormatan diri dalam hubungan-hubungan kemanusiaan yang terjadi 

dalam suatu komunitas atau kelompok itu harus terjamin, dijaga dan tidak 

boleh dilanggar. 

5. Hak Memiliki. Setiap individu berhak mendapat apa yang seharusnya 

dimiliki, dinikmati dan dilindungi oleh negara. Contohnya dalam hal 

pendidikan, transportasi, hukum, dan lain sebagiannya. 

Dalam hal ini, tertulis di beberapa bacaan bahwa wanita kerap kali dimasukkan 

dalam kelompok rentan yang hak-haknya masih belum terpenuhi. Kerentanan wanita 

 
2 Jahada, 2013, “Hak Asasi Manusia Menurut Al-Quran”, Jurnal Al-‘Adl, Vol 6 No 1, hlm 44 



bukan hanya atas tindak kekerasan seksual saja, namun pada hak-hak lain seperti 

dalam bidang perpolitikan dan bernegara, sosial, agama dan kepercayaan, pendidikan, 

dan lain sebagainya.3 Dengan alasan ini, hadirlah feminisme sebagai suatu disiplin 

ilmu atau gerakan yang bertujuan mencapai kesetaraan bagi perempuan.4 

Secara internasional, terdapat Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women (CEDAW) yang telah mengatur upaya penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Dalam pasal 1 CEDAW dinyatakan 

bahwa: “Diskriminasi terhadap perempuan, berarti segala pembedaan, pengucilan 

atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau 

tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan 

hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, 

sosial, budaya, sipil, atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status 

perkawinan mereka, atas dasar kesetaraan antara lelaki dan perempuan”. Dalam 

kasusnya, seringkali suatu isu tertentu memancing dan menjadi momentum untuk 

menyuarakan hak-hak perempuan, baik secara daring di media sosial maupun dengan 

protes para demonstran. Seperti yang belum lama ini terjadi, dimana kematian 

seorang gadis di Iran, menjadi pemicu kemarahan masyarakat nasional atas rezim 

pemerintahan di sana. 

Profil Singkat Negara Iran  

Iran merupakan salah satu negara di Timur Tengah. Timur Tengah sendiri 

merupakan suatu sebutan tidak resmi terhadap negara-negara yang secara geografis 

terletak di wilayah pertemuan antara Asia, Afrika, dan Eropa.5 Penduduk yang 

 
3 Louisa Yesami Krisnalita, 2018, “Perempuan, HAM, dan Permasalahannya di Indonesia”, Jurnal 

Binamulia Hukum, Vol. 7, No. 1, Hlm 75-77 
4 J. Ann Tickner, 2008, “Gender in World Politics”, dalam John Baylis dan Steve Smith, 2008, The 

Globalization of World Politics: An Introduction to International Relation 4th Edition, Oxford: Oxford 

University Press, Hlm 262-277 
5 Danur L. Pristiandaru, 2022, “Daftar Negara Timur Tengah” diakses dari 
https://internasional.kompas.com/read/2022/08/08/200100770/daftar-negara-timur-tengah  

https://internasional.kompas.com/read/2022/08/08/200100770/daftar-negara-timur-tengah


mendiami kawasan ini bermacam-macam seperti bangsa Arab, Turki, Kurdi, Persia, 

Berber, dll. Agama yang paling banyak dianut adalah Islam, dimana sebagian kecil 

lainnya menganut Kristen Koptik, Yahudi, Assyrian, dan Yazidis. Hal ini yang 

kemudian menjadikan Timur Tengah sebagai daerah yang heterogen baik dari segi 

penduduk maupun wilayahnya. Namun, kondisi ini justru membawa dampak negatif 

bagi perdamaian di daerah ini. Kawasan Timur Tengah sering diidentikkan sebagai 

wilayah konflik dengan banyaknya peperangan yang terjadi seperti Perang Persia-

Romawi, Perang Salib, Perang Palestina-Israel, dan sebagainya. Konflik-konflik 

tersebut telah menimbulkan instabilitas kawasan dan perebutan dominasi tiada henti.6 

Sebagai pusat perkembangan agama dunia, Timur Tengah memiliki khasanah 

pemikiran keagamaan yang sangat kompleks. Namun dalam dalam batas tertentu, 

sejarah perkembangan politik keagamaan di timur tengah diwarnai oleh gejala konflik 

dari tingkat yang kontruktif sampai tingkat destruktif.7 Bahkan terkadang 

kompleksnya rezim pemerintahan menjadi konflik tersendiri bagi suatu negara, di 

mana Iran menjadi salah satu di antaranya. Republik Islam Iran yang sering disebut 

dengan negeri para Mullah yang semenjak tahun 1979 telah mengalami perubahan 

mendasar dari negara monarki beralih ke negara republik, merupakan negara bekas 

salah satu emperatur terbesar dalam sejarah dunia. Negara ini sekarang merupakan 

salah satu negara yang menggunakan syariat Islam dalam menjalankan sistem 

pemerintahannya dengan menganut faham teokrasi dan dipimpin oleh seorang 

Rahbar.8 

Rezim Pemerintahan terhadap Perempuan Iran 

 
6 HIMAHI UMM, “HI Know” diakses dari https://hmj-hi.umm.ac.id/id/pages/ir-fact-and-issue-2-

7276/timur-tengah.html  
7 Nilna Indriana, 2017, "Pemetaan Konflik di Timur Tengah”, An-Nas; jurnal humaniora , Volume 1, 

Nomor 1, hlm 20 
8 Firouz Mujtahed Zadeh, Demokrasi va Hoviyyate Iran, Tehran: Entesharat Kavir, hlm. 159 dalam 

Kiki Mikail, 2015, " Politik dan Perempuan: Perjuangan Politik Perempuan di Iran Pasca Revolusi 

Islam 1979", ADDIN, Vol. 9, No. 2, hlm 266 

https://hmj-hi.umm.ac.id/id/pages/ir-fact-and-issue-2-7276/timur-tengah.html
https://hmj-hi.umm.ac.id/id/pages/ir-fact-and-issue-2-7276/timur-tengah.html


Pada masa pemerintahan Reza Pahlavi tahun 1941 sampai 1979, perempuan 

Iran diuntungkan oleh rezim pemerintahannya. Bagaimana tidak, mereka memiliki 

akses kependidikan tinggi, karir serta hak untuk memilih dan memegang jabatan. 

Adanya UU mengenai persamaan gaji, perawatan dan kesehatan, wanita dapat 

memilih gaya dan cara berpakaian. Ditambah lagi dengan eksistensi UU Perlindungan 

Keluarga Iran pada tahun 1967 serta amandemen selanjutnya pada tahun 1975 yang 

mengatur tentang keadilan akan nasib perempuan serta penghapusan poligami dan 

aturan-aturan lainnya yang semakin mensejahterakan perempuan Iran kala itu. 

Namun, posisi perempuan semakin terasa dikendalikan dan menjadi subordinasi pada 

puncak agenda revolusi Republik Islam Baru tahun 1979, yakni setelah rezim Reza 

Pahlavi digulingkan dan Ayatollah Ruhollah Khomeini menjadi pemimpin simbolis 

revolusi serta pemerintahan yang baru. Khomeini sendiri merupakan seorang ulama 

fundamentalis Syiah yang memandang bahwa kesetaraan akan hak perempuannya 

(termasuk cara berpakaian) tak sesuai dengan kaidah masyarakat Islam yang ingin ia 

ciptakan. Dengan itu ia menciptakan berbagai aturan ketat, terutama bagi kaum 

perempuan. 

Aturan yang Diberlakukan dan Respon Perempuan Iran 

 Beberapa minggu setelah Syah meninggalkan negara Iran, tepatnya pada 

tanggal 6 Maret 1979 atau 2 hari sebelum Hari Perempuan Internasional,9 terdapat 

wacana dibatalkannya undang-undang perlindungan keluarga oleh Khomeini, selain 

itu semua wanita harus mengenakan pakaian dan cadar tradisional Iran untuk 

menutupi seluruh rambut dan tubuhnya. Sebagai tanggapan, puluhan ribu wanita Iran 

berbaris sebagai protes di seluruh negeri selama tiga hari. Wacananya terpaksa 

dibatalkan karena selain terjadinya protes, saat itu Khomeini masih berbagi 

kekuasaan politik dengan kaum liberal pro-demokrasi seperti Perdana Menteri Mehdi 

 
9 Syahidah Izzata Sabiila, 2022, “8 Maret Hari Perempuan Internasional, Ini Sejarah hingga Tema 

Tahun 2022”, diakses dari https://news.detik.com/berita/d-5968372/8-maret-hari-perempuan-

internasional-ini-sejarah-hingga-tema-tahun-2022  

https://news.detik.com/berita/d-5968372/8-maret-hari-perempuan-internasional-ini-sejarah-hingga-tema-tahun-2022
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Bazargan. Namun, setelah Khomeini memperkuat posisi kekuasaannya, yakni pada 

tahun 1980, ia sekali lagi mewajibkan hijab, selain itu ia juga memecat semua hakim 

perempuan. Para pengunjuk rasa perempuan kembali turun ke jalan, tetapi mereka 

tidak dapat menghentikan agenda Khomeini. Republik Islam Iran secara resmi 

menetapkan UU wajib hijab pada tahun 1983, bersama dengan pembatasan lain pada 

hak-hak perempuan. Yang menarik adalah bagaimana aturan ini berlaku bagi seluruh 

perempuan di Iran, baik yang beragama Islam ataupun tidak, baik penduduk Iran 

maupun bukan, padahal secara hakikatnya masyarakat non-Muslim sendiri tidak 

berkewajiban memakai hijab.10 

Tahun 1980-an tentunya membawa represi keras bagi perempuan Iran, dan 

hanya ada sedikit perlawanan terorganisir selama tahun-tahun ini. Republik Islam 

Iran mengawasi rakyatnya dan menjatuhkan hukuman brutal bagi siapa saja yang 

tidak mematuhi kode etik ketatnya. Lebih buruk lagi, Republik Islam Iran secara 

sistematis menggunakan kekerasan terhadap perempuan.  

Perlawanan perempuan Iran dimulai lagi pada tahun 1990-an. Wanita di Iran 

tidak menentang jilbab, mereka menentang fakta bahwa itu wajib. Mereka percaya 

bahwa mereka harus bebas memakai apa pun yang mereka inginkan. Setelah 

dirampas kebebasannya, sejumlah perempuan menjalani hukuman berat di penjara 

karena mereka membuka cadar di jalan atau menyatakan bahwa mereka menentang 

aturan yang diwajibkan.11 Kemudian, terjadilah protes dan kemudian dikenal sebagai 

“Pink Revolution”.12 Perempuan, terutama di daerah perkotaan, secara kolektif mulai 

mendorong batas-batas hukum hijab dengan memakai riasan, hijab warna-warni 

(bukan cadar) dan coat, dan sengaja membiarkan rambut mereka terlihat. Mengingat 

banyaknya wanita yang menolak pakaian Islami, polisi moral tidak dapat menangkap 

 
10 Shirin Ebadi, 2020, "Iran's revolution has failed its women", diakses dari 

https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/iran-s-revolution-has-failed-its-women-1.982880  
11 Ibid  
12 Diane Francis, 2011, “Iran is the World’s First Pink Revolution”, diakses dari 
https://www.huffpost.com/entry/iran-is-the-worlds-first_b_219391  

https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/iran-s-revolution-has-failed-its-women-1.982880
https://www.huffpost.com/entry/iran-is-the-worlds-first_b_219391


semua orang. Didorong oleh keberhasilan mereka, wanita Iran mulai berorganisasi 

dengan cara lain. Pada tahun 2006, mereka mengadakan protes damai yang 

menyerukan pencabutan undang-undang diskriminatif terhadap perempuan. Dari 

protes itu, feminis Iran membentuk kampanye Satu Juta Tanda Tangan untuk 

Pencabutan Hukum Diskriminatif, juga dikenal sebagai Perubahan untuk 

Kesetaraan.13 

Para aktivis di balik Perubahan untuk Kesetaraan memainkan peran kunci 

dalam protes massal 2009 setelah terpilihnya kembali Ahmadinejad yang 

mencurigakan. Wanita bangkit dengan kekuatan, dan gambar wanita muda 

memprotes dalam riasan, kacamata hitam dan celana jeans biru dengan jilbab 

bertengger jauh di belakang kepala mereka mendominasi berita internasional. 

Pemberontakan itu akhirnya berakhir dengan tindakan keras oleh pemerintah, 

termasuk aparat keamanan menembak dan membunuh seorang wanita muda, Neda 

Agha Soltan, yang kematiannya terekam kamera ponsel. 

Selama dekade terakhir, perlawanan terorganisir perempuan terhadap jilbab 

semakin meningkat. Wanita muda memfilmkan atau memotret diri mereka sendiri 

melepas jilbab mereka di depan umum. Mereka memposting video online tentang 

wanita yang dilecehkan di depan umum oleh polisi moral atau warga negara lain 

karena mengenakan jilbab "tidak pantas" sebagai cara untuk mempermalukan para 

pelaku pelecehan. Mereka menggunakan media sosial untuk mencela kewajiban 

berjilbab dan menciptakan kampanye pembangkangan sipil My Stealthy Freedom, di 

mana para wanita memposting foto diri mereka tanpa penutup kepala di media sosial. 

Pemerintah menanggapinya dengan penangkapan dan hukuman penjara yang lama. 

Terlihat bahwa perempuan Iran masih terkekang dan terbatas pergerakannya pasca 

Revolusi Islam 1979. Tak heran apabila World Economic Forum menempatkan Iran 

 
13 Kompas.com, 2008, “Penahanan Aktivis Perempuan Iran Diprotes”, diakses dari 
https://internasional.kompas.com/read/2008/04/12/20471364?~Internasional~News   

https://internasional.kompas.com/read/2008/04/12/20471364?~Internasional~News


di posisi ke-143 dari total 146 negara dalam The Global Gender Gap Index 2022 

Rankings. 

 

Source: Global Gender Gap Report 2022 from World Economic Forum, hlm 24 

Aksi Demonstrasi pasca Kematian Mahsa Amini 

Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 13 September, lagi-lagi seorang wanita 

bernama Mahasa Amini yang dianggap “berpakaian tak pantas” ditangkap dan 

dianiaya oleh polisi moral Iran. Kemudian Mahsa dinyatakan meninggal pada tanggal 

16 September, di mana banyak yang beranggapan bahwa Mahsa meninggal 

dikarenakan penganiayaan.14 Tentu hal ini memicu gelombang demonstrasi, di mana 

para aktivis feminis geram dengan pemerintah dan oknum di Iran yang kerap sekali 

semena-mena terhadap perempuan di sana. Dari apa yang menimpa Mahsa, tak hanya 

memperlihatkan kekerasan sistematis dan aturan di Iran, tetapi juga memperlihatkan 

bagaimana brutalnya rezim yang tengah memerintah terhadap perempuan. Kematian 

 
14 Sabil Mukhlisin, 2022, “Gejolak di Iran dan Embusan Revolusi Mawar Jilid II”, diakses dari 
https://news.detik.com/kolom/d-6335139/gejolak-di-iran-dan-embusan-revolusi-mawar-jilid-ii  

https://news.detik.com/kolom/d-6335139/gejolak-di-iran-dan-embusan-revolusi-mawar-jilid-ii


Mahsa Amini ini tak hanya memunculkan aksi protes di Iran saja, tetapi juga negara-

negara yang lain, misalnya saja Irak, Inggris, Perancis, dan beberapa negara lainnya.15 

Meskipun hasil autopsi yang belum lama ini dipublikasilan, menyatakan bahwa 

kematian Mahsa Amini disebabkan karena hipoksia serebral atau kekurangan 

oksigen, bukanlah akibat kekerasan seperti yang diisukan, protes dan demonstrasi 

yang marak ini masih belum reda. Hal ini merupakan puncak dari kekesalan atas 

diberlakukannya rezim terbaru paca Revolusi Islam 1979. Segala keluh kesah dan 

penderitaan yang dialami selama empat dekade meluap sudah. Apabila pemerintah 

Iran suatu saat berhasil meredam emosi dari para feminis ini, bukan tak mungkin 

hanya akan menumpuk kemarahan terpendam mereka yang mana bisa meluap lagi 

suatu hari nanti.16 

 

Kesimpulan 

Rezim pemerintahan Iran pasca Revolusi Islam 1979 sangat berbeda dengan 

rezim di bawah kekuasyaan Syah (Reza Pahlavi), di mana pasca revolusi perempuan 

menjadi lebih terkekang dengan rezim yang otoriter. Tentunya anjuran memakai hijab 

sangatlah baik, tetapi agak kurang tepat rasanya hingga sampai menjatuhi berbagai 

hukuman atas "kurang tepatnya" pakaian yang dikenakan perempuan, karena pada 

dasarnya kita memiliki hak untuk mengenakan apapun yang sekiranya nyaman dan 

ingin kita gunakan. Ditambah lagi dengan penghapusan berbagai aturan yang 

melindungi kesetaraan, tentunya hal ini akan menyebabkan ketimpangan antar-gender 

dan menjadikan Iran sebagai negara yang cenderung patriarkis. Berbagai aturan yang 

merugikan perempuan dan diberlakukan bertahap dari tahun ke tahun di Iran tak lepas 

 
15 Totok Wijayanto, 2022, “Dunia Bereaksi terhadap Tewasnya Mahsa Amini”, diakses dari 
https://www.kompas.id/baca/foto/2022/09/27/dunia-bereaksi-terhadap-tewasnya-mahsa-amini  
16 Kelly J. Shannon, 2022, “Four Decades of Smoldering Discontent among Iranian Women is 

Eruptin”, diakses dari https://www.washingtonpost.com/made-my-history/2022/09/26/iranian-women-

uprising-against-oppression-history/  
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dari gelombang protes dan aksi para aktivis feminisme. Namun sekali lagi, selama 

empat dekade perjuangan mereka tak membawa hasil nyata. Kematian Mahsa Amini 

sekiranya menjadi pemicu berjuang kembalinya para feminis, dan mungkin saja kita 

akan menyaksikan awal dari sebuah revolusi. 
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